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Kepemilikan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Seribu adalah tragedi. Menunjukkan untuk
kesekian kalinya kelemahan pemerintah di hadapan kuasa modal. Meski ada ribuan warga yang
menghuni kepulauan tersebut, bahkan secara sah melalui proses peradilan memenangkan gugatan
atas kuasa pengelolaan pulau- pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu, tak lantas membuat mata
pemerintah terbuka.

Upaya melindungi segenap warga, baik atas nama kemanusiaan maupun hak dan legalitas tak
menunjukkan pemihakan. Sebaliknya, seperti di banyak tempat, paradigma dan kebijakan publik
pemerintah jauh dari upaya dan kesadaran tugas utama mereka sebagai bagian dari negara untuk
mensejahterakan rakyat dan melindungi warganya dari penetrasi modal kapitalisme dalam banyak
rupa dan wujudnya. Maka alih-alih menyelesaikan sengketa di ranah agrarian di wilayah Kepulaun
Seribu dengan pemihakan kepada warga, pemerintah justru memberikan legitimasi terhadap
kepemilikan pulau-pulau kecil ini. Tragedi nyata dimulai dari situ.

Pusat Data dan Informasi KIARA (2018) mencatat, sebanyak 86 pulau-pulau kecil di Kepulauan
Seribu telah dimiliki, baik oleh perorangan maupun lembaga tertentu (data terlampir).  Kepemilikan
 pulau-pulau  kecil  ini memiliki  dampak  yang  sangat  serius bagi keberlangsungan hidup lebih dari
3.375 orang nelayan di Kabupaten Kepulauan Seribu.  Total  kapal  yang  digunakan  oleh  3.375
 orang nelayan  sebanyak  1.380  unit, dimana  1.194 adalah  kapal-kapal  berukuran  0-5  GT  dan
 186  berukuran  5-10  GT. Dengan  kata  lain,  seluruh  nelayan  di Kabupaten  Kepulauan  Seribu
 merupakan nelayan tradisional.

Lalu apa dampak dari privatisasi pulau-pulau ini? Pertama: Terampasnya ruang hidup nelayan.
Sebagaimana diketahui, nelayan adalah kelompok masyarakat yang hidupnya sangat tergantung
kepada sumberdaya kelautan dan perikanan. Privatisasi pulau-pulau, mendorong para investor
untuk melakukan proteksi terhadap pulau dan perairannya atas nama keamanan. Padahal, kawasan
itu adalah wilayah tangkapan nelayan sejak lama. Contoh yang paling nyata adalah sulitnya nelayan-
nelayan di Pulau Pari untuk melintas dan mengakses sumber daya kelautan dan perikanan di Pulau
Tengah serta kawasan perairannya, yang telah dimiliki oleh Hengky Setiawan. Sejak lama, Pulau
dan kawasan perairannya adalah tempat nelayan mencari ikan.

Kedua, pulau yang telah dimiliki menjadi kawasan yang sangat privat. Dalam kondisi ini, pulau-
pulau kecil yang telah dimiliki tertutup untuk masyarakat. Harga mahal dari kecenderungan watak
kapitalisme harus dibayar mahal “wong cilik”.

Karena sedemikian tertutupnya, maka tak jarang ada sejumlah nelayan yang dikriminalisasi karena
memasuki kawasan perairan pulau tersebut atau nelayan tersebut melawan kepemilikan pulau-pulau
tersebut. Kriminalisasi ini jelas-jelas dialami oleh enam orang nelayan pulau pari yang kini harus
berurusan dengan hukum karena mereka melawan kepemilikan Pulau Pari.

Dampak buruk terus dirasakan nelayan di Kabupaten Kepulauan Seribu dengan adanya proyek
Pembangunan Kawasan Srategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang menetapkan Kepulauan Seribu
menjadi salah satu kawasan KSPN. Kondisi pulau- pulau yang telah diprivatisasi ini dianggap
menjadi prakondisi yang baik untuk kelancaran proyek KSPN ini.

Hilang  akses  pada  sumber  kehidupan  terutama  ekonomi  berdampak  faktual  pada kemiskinan.
 Privatisasi  pulau-pulau  di  Kabupaten   Kepulauan  Seribu  juga  turut berkontribusi terhadap



kemiskinan di kawasan ini. Data BPS tahun 2017 mencatat, Kabupaten    Kepulauan    Seribu  
 merupakan    kawasan    termiskin    di    Kawasan Jabodebatek,  dimana  hampir  3000  orang
 hidup  dalam  kondisi  miskin.  Salah  satu penyebabnya   adalah   hilangnya   akses   dan   kontrol 
 terhadap   sumberdaya   alam, khususnya sumberdaya kelautan dan perikanan.

Pengabaian Konstitusi

Persoalan  ini  pernah  diliput  oleh  sejumlah  media  besar  pada  tahun  2006,  seperti Gatra  dan
 beberapa  media lain.  Namun,  pada  tahun  2006  lalu,  Indonesia  belum memiliki perangkat
hukum yang bersifat sektoral dan operasional, sehingga persoalan kepemilikan pulau-pulau ini
miskin perspektif, selain dari menggunakan UUD 1945 yang sangat bersifat umum.

Namun hari ini, Indonesia memiliki sejumlah perangkat hukum yang sangat spesifik mengatur
persoalan ini, diantaranya sebagai berikut: pertama, UU 27 Tahun 2007 dan revisinya UU 1 Tahun
2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di dalam pasal 63 UU ini
disebutkan: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban  memberdayakan  masyarakat
 dalam  meningkatkan  kesejahteraannya.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat melalui
peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur,
jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif

Kedua, putusan MK No. 3 Tahun 2010 yang menyatakan: 1) Masyarakat pesisir dan pulau-pulau
kecil memiliki hak untuk melintas dan mengakses laut; 2) Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
memiliki hak untuk mendapatkan perairan yang bersih dan   sehat;   3)   Masyarakat   pesisir   dan 
 pulau-pulau   kecil   memiliki   hak   untuk mendapatkan  manfaat  dari  sumberdaya  kelautan  dan
 perikanan;  4)  Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki hak untuk mempraktikkan adat
istiadat dalam mengelola laut yang telah dilakukan secara turun temurun.

Ketiga,  UU  No.  7  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Nelayan,
Pembudidaya  Ikan,  dan  Petambak  Garam.  Di  dalam  pasal  3,  mandat  Pemerintah terhadap
nelayan dinyatakan sebagai berikut:

menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;1.
memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;2.
meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;3.
menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta
dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan
mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan4.
usaha;
melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan5.
memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum6.

Saat   ini,   Pemerintah   provinsi   DKI   Jakarta   tengah   menyusun   RZWP3K   yang merupakan
mandat dari UU 1 tahun 2014. Melalui RZWP3K, seharusnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta
melakukan reorientasi terhadap penguasaan serta pengelolaan sumberdaya  kelautan  dan
 perikanan  di  Kabupaten  Kepulauan  Seribu  yang  sesuai dengan mandat putusan Mahkamah
Konstitusi No. 3 Tahun 2010. Inilah yang harus menjadi jangkar utama perumusan RZWP3K.

Namun, fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa RZWP3K disusun untuk melanggengkan
ketidakadilan penguasaan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten



Kepulauan Seribu. Dengan kata lain, pengaturan ruang laut melalui RZWP3K justru akan
melegitimasi kepemilikan pulau-pulau yang selama terbukti meminggirkan kehidupan nelayan. Di
dalam Rancangan RZWP3K, kawasan untuk pemukiman nelayan di Kepulauan Seribu tidak diberikan
ruang. Selain itu, kawasan perikanan tangkap, hanya dialokasikan di beberapa titik, yaitu: Perairan
kepulauan Seribu Utara, Perairan kepulauan Seribu Barat, Sebelah barat Pulau Pari, dan Pulau Putri
bagian Timur. Adapun kawasan lainnya diperuntukkan untuk kepentingan pariwisata, konservasi,
dan zona lainnya.

Jika menggunakan tiga perangkat hukum yang disebutkan di atas, maka rancangan RZWP3K ini
tidak sejalan alias bertentangan. Karenanya penyusunan RZ harus dievaluasi total dan diarahkan
untuk sebesar-besar kemakmuran nelayan di Kabupaten Kepulauan Seribu khususnya juga di
Kawasan pesisir di banyak wilayah lainnya di indonesia.

Tragedi

Secara umum masalah nelayan dan agrarian di wilayah pesisir tidak hanya menjadi beban
Pemerintah Provinsi DKI, tapi juga menjadi beban ekonomi politik yang harus mendapat perhatian
utama negara. Tentu, entah sejak kapan dan akan sampai kapan, kelompok nelayan laki-laki dan
perempuan adalah kantung utama kemiskinan di indonesia.

Bijak untuk tidak memberantas nelayan miskin dengan menghilangkan akses kehidupan ekonomi
politik mereka melainkan tentu saja akar dan masalah struktural kemiskinan nelayan yang harus
diselesaikan. Jika tidak, dan masalah ini dibiarkan, kita tak ubahnya anak yang lalai pada ibu
pertiwinya, bukankah kita adalah anak-anak dari nenek moyang pelaut? Haruskan nelayan mati
kelaparan karena miskin di lautnya sendiri? Sungguh sebuah tragedi!(*)

*) Susan Herawati—Sekjend KIARA
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